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STAF KTIUSUS BUPATI HALMATIERA BARA'T BIDAITG PEIVIESIIN?AHAIY
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I{ABUPATEN HALMAHER,A BARA?
TAH$![ 20.24

BUPATI HALMA}IERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan menselaraskan penyelenggaraarl
tugas-tugas bidang Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil
guna rrgar bcrjalan sesuai kei.eni"uarr peraturail perundang-undangarl,
maka diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber da-va
aparatur bidang Pemer:intahan dalam mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

b" bahwa menging;at kompleksnya berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pernerintahan -yang dihadapi oleh Pemerint-ah
Kabupaten Halmahera Barat khususnlra dibidang Pemerintahan serta
untuk peningkatan kinerja Bupati, rnaka sangat ditrutuhkan
keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dalam
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
- -I^- l^,,--,f L -^..1., l.:.^+^ ^1-^- 1/^^ D,,^^+l rr^l--.^^L^-^ n.a Oan n'Li.fiji D, pCi-iij fiiiCiapiifi.i-l i(cputiiSan HiipaTi t-i&tffiEfiCr-a ijarai
tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Pemerintahan
Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
I{almahera Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang lionior 23 Dai'urai Tahun ig57 icniang Pcmbcnti-ikai-i i)aci'ali-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wila-rzsh Daerah Swatantra Tingkat i
Maiuku menjadi Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan
Negara ),ang bebas dari Kalusi, Korupsi rian Nepotisme;

3. Undang-undang Ncmor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nornor 46 Tahr-rn 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maiuku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupatea Maluku Tenggara
Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pernbentukan
KaLrupaten Halmahera Utara, Kabupaten Flalmahera Selatan,
Kabupateu Kepulauan Suia, Kabupaten Haimahera Ti*-:'.u- clan ,Liotr:
Tidore Kepuiauan di Provinsi Mair-rku lJtara;
Undang-undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan l.{egara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Nega::a:
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur Sipii
Negara;
unriang-unriang Nomor 23 Tahun '2ai4 tentang Femerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2A74 tentang Administrasi
Pemerintahan:

l0.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A'22 tentang Hubungan Keuangan
antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11.undang-undang Nomor 13 Tahun '2a22 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 12 'lahun '2G11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

12.Perat.uran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang rlana
Perimbangan;

l3.Peraturan Pemerintah Nomcr i8 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerai:;
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l4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2afi tentang pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

i5.Peraturan Pemerintah i'iomor i2 Tahun zoig tentang pengeioiaan
Keuangan Daerah;

16.Peraturan Presirlen Nomor Bi rahun 2ot4 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun ZOlt
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 120 Tahun 2019 tent_ang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun Zazo tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l9.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun '2A21
Lenlarrg Fcrubahan Atas Pcraiui-an Daerah Kai;upaierr Liairnahcra Eaiai
No*ror 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Ferangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Taleun 2024
tentar:g Anggaran Pendapatat dan Beianja Daerah Kabupaten
Haknahera Barat Tahun Anggaran ZA24;

2i.Peraturan Rr;pati Halmahera Barai Nomor 20 Tahun Z*Zl i,entang
Perubahan kedua aias Peraturan Br-rpati Haimahera Barat Nomor iCl
Tahun Z}rc t*ntang Struktur Organisasi perangkat Daerah;

22.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2aZ4 ter:tacg
Penjabaran APBD Kabupat-en Halmahera Barat Tahun Anggaran z{tz4:

surat Kepala Ragian umum, Perencanaan dan Keuangan s*tr1a
Kabupaten F{almahera Barat Nomor Barl2lz/20'24 periha}
Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEIIfiUTUSI(A1Y ;

Mengangkat saudara 1llaruddin lri. Marigallang dan sauclara
Musdhalifah Kholil sebagai siaf Khusus Bupati Ilalmaiici"a Baiai
Bidar:g Pemerintahan nalarn Meneiukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Masa kontrak kerja staf Khusus Bupati Bidang pemerintahan Dalam
iviericiuktlrlg ill:nyeienggaraan Perrrerintahan Dacrair seianra i2 Ei;i:rrr
terhitung mulai tanggal 1 Buian Januari sampai dengan tanggal 3l
Bulan Desember Tahun 2A'24.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sev,'aktu-:naktri
dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilarnana tidak sesuai dengan
ketentuan peratltran Fierundang-unclangan, bertentangan clenga*
kebijakan pemerintah danlatau bertentangan dengan hai-hal iain ,_vang
bersifat teknis.

staf Khusus Rupati Bidang Pemerintahan Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan l)aerah dapat diberikan tunjangan
kinerja dengan besaran Rp. 4.5oo.ooo,- {Empat Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah).

stal Khusus Bupati Bidang Pemerintahan Dalam Menduku*g
Penyelenggaraan Pemerintahan ljaerah selain memperoleh Hak-hak
sebagaimana dimaksud pada Dikturn Keempat dapat pula diberikan
tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan elengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.

staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan Dalam Menelukung
Fenyelenggaraan Pernerintahan Daerah dapat diberikan bantuan bialga
perjaianan dinas Dalam Daei'ah maupun Keluar Daerah (Da1am Negeri]
disetarahka-n clengan Perjalanan Dinas N** pNS.
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Staf Khusus Bupati Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan
berikut:

Pemerintahan Dalam Mendukung
Daerah rnernpun.Tai tugas sebagai

a. Memberikan Lrahan masukan, kajian dalam perumusan kebijakan
Bnpati Bidang Pemerintahan Dalam penyelenggaraan pemerintahan
Daerah ]"ang mencakup pelayanan administrasi pemerintahan,
pembangunan rian kemasvarakatan;

b. Meiaksanakan i<ientifikasi cian anaiisis pokok permasaiahan yang
urgen dan strategis di bidang pemerintahan;

c. IVlenyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang pernerintahan;

d. Memantau dan melakukan kajian/analisis terhaclap kebijakan
Daerah bidang Pemerintahan agar sesuai dengan visi dan Misi
Bupati serta kebutuhan Daerah.

e. Tugas-tugas khusus lain yang OiO".iLa, oleh Bupati.

staf Khusus Bupati Bidang pemerintahan, dalam men-jalankan tugas
berkoordinasi dengan sekretaris Daerah dan melaporkan t<epaaa
Bupaii.

segala biava yang akan tirnbui sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan i:ri mulai berlaku parla tenggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : ;r J i 2024

BUPATI RA I]ARAT,

Tgqbusan!, Disampaikan kepada yth 
;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur inspektorat Kab. I-{almahera_ Ran-at di.Iailolo_
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailoio,
4. Yang bersangkutan untul< diketahui.

Ass. Bid. Administrasi Umum

liabag Un:.um, Perencanaan &

Kabag. Hukum & Orgs
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